BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL

Menimbang

Mengingat

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan
kegiatan usaha dan struktur permodalan pada Perusahaan
Daerah Air Minum, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal
Perusahaan Daerah Air Minum,;

1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 9);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2387);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844),;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4812);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan
Perundang-undangan;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian
Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam
Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Investasi Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun
2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun
2004 Nomor 5 Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun
2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan
Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan
Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008
Nomor 6 Seri E);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

Menetapkan

dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN

MODAL DAERAH KE DALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat
PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Pamekasan.

4. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan baik
terwujud uvang maupun barang yang dapat dinilai dengan
uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris
surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.

5. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi
Pemerintah Daerah pada badan usaha dengan mendapat hak
kepemilikan.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya
disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan negara yang ditetapkan dengan Undang-
Undang.

8. Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas
sesuatu dari Pemerintah Pusat atau pihak lain kepada
Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Penambahan Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk
memperbaiki struktur permodalan.

Pasal 3

Penambahan Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk :
a. mengembangkan jaringan;

b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan

c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.



BAB III
SUMBER DAN PERMODALAN
Pasal 4

(1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah dinyatakan dalam
bentuk uang dan dianggarkan dalam APBD.

(2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang
dipisahkan.

Pasal 5

Penambahan Penyertaan Modal Daerah Tahun Anggaran 2013
sebesar Rp. 8.500.000.000,00 (delapan milyar lima ratus juta
rupiah) yang terdiri dari :

a. sharing Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan
jaringan di Kecamatan Galis, Kecamatan Pegantenan,
Kecamatan Waru, dan Kecamatan Pasean, sebesar
Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah); dan

b. hibah Pemerintah Pusat, sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima
milyar rupiah).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 8 Juli 2013
BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tan 29 Juli 2713
Plt. SEKRHTARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

HE. KUSNADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2013 NOMOR 6



